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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pengelolaan APBDes untuk 
mewujudkan pemerintahan yang good governance, mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan APBDes di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, dan 
mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan APBDes serta solusi untuk mengatasinya di Desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu seluruh anggota masyarakat di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan APBDes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik validitas data penelitian ini menggunakan trianggulasi 
data antar sumber data. Hasil analisis data dapat disimpulan bahwa: 1) Bentuk pengelolaan 
APBDes untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance meliputi transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi. 2) Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa 
Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali meliputi kehadiran dalam suatu kegiatan 
pembahasan APBDes, ikut merencanakan suatu kegiatan yang bersumber dari APBDes, ikut 
menangani suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, bersedia memberikan bantuan berupa 
uang atau barang jika anggaran desa terbatas, memberikan bantuan berupa jasa atau 
ketrampilan, memberikan usulan dan pendapat mengenai prioritas program yang dibiayai 
ABPDes, bersedia bertanggungjawab terhadap kegiatan atau usulan yang disampaikan, bersedia 
memegang amanah suatu jabatan atas usulan warga, dan bersedia mengemban tugas yang 
diamanatkan warga masyarakat. 3) Hambatan-hambatan yang mengurangi partisipasi 
masyarakat meliputi faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan mata 
pencahariaan, sedangkan solusi yang dilakukan yaitu mengganti jadwal rapat dari hari kerja 
menjadi hari libur, perangkat desa harus pandai-pandai memilih bahasa yang mudah dimengerti 
oleh masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, perangkat desa 
menyediakan formulir yang dapat diisi oleh masyarakat untuk di bawa ke rumah untuk 
dikumpulkan lagi, solusi yang dilakukan yaitu memberikan tipe-tipe dalam penarikan iuran, 
meliputi tipe A (pengusaha), B (karyawan), dan C (buruh), pemerintah desa akan memberikan 
upah kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah yang memiliki ketrampilan sesuai upah 
mereka setiap harinya, warga diberikan kesempatan untuk memegang amanah jabatan, pihak 
pemerintah desa memberikan pendampingan dan pengawasan serta arahan kepada warga yang 
baru pertama kali memegang amanah jabatan dari awal sampai akhir. 
Kata kunci : partisipasi, APBDes, Good Governance 
 
Abstract 
This study aimed to describe management form APBDes to make government good 
governance, describing the community participation in the management of APBDes Village 
Banyuurip District of Klego Boyolali, and describe the barriers that can reduce public 
participation in the management of APBDes and solutions to overcome them in the village of 
Banyuurip Subdistrict Klego Boyolali Years 2016. This research was qualitative. Subjects in this 
study are all members of the community in the village Banyuurip Klego District of Boyolali Years 
2016. The object of this research is community participation in the management of APBDes. Data 
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collection techniques in this study were interviews, observation, documentation, and literature 
review. Mechanical validity of research data using a triangulation of data between the data 
source. The results of data analysis can be concluded that: 1) Form of management to make 
government APBDes good governance include transparency, accountability, and participation. 2) 
Community participation in the management of APBDes Village Banyuurip District of Klego 
Boyolali include attendance in an activity discussion APBDes, in planning an activity that comes 
from APBDes, in the handling of a problem that arises in society, are willing to provide assistance 
in the form of money or goods if the village budget limited, provide assistance in the form of 
services or skills, give suggestions and opinions regarding priority programs financed ABPDes, 
willing to be responsible for the activities or proposals presented, are willing to hold the mandate 
for a position on the proposed citizens, and are willing to carry out the tasks mandated citizens. 3) 
barriers, which reduce community participation factors include gender, age, level of education, 
level of income and livelihood, while solutions do is change the meeting schedule of the working 
day being a holiday, the village must be very clever to choose a language that is easy understood 
by the public especially the middle class down, the village providing a form that can be filled by 
the public to be brought home to be collected again, the solution is to do is to give the types of the 
dues, including the type A (entrepreneur), B (employees ), and C (workers), the village government 
will give reward to people in the middle to lower who have the skills appropriate their wages every 
day, citizens are given the opportunity to hold the mandate of office, the village government 
provides assistance and oversight and direction to the citizens for the first time to hold the 
mandate positions from start to finish. 
 
Keywords: participation, APBDes, Good Governance 
  
1. PENDAHULUAN 
Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa 
untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan 
kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan 
sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Pasal 1 
ayat (43) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.” Pelaksanaannya diwujudkan 
dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka 
panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. 
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang 
anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah.  
Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan 
sumber penerimaan atau pendapatan Desa.  Menurut  Peraturan Pemerintah No. 
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72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan sumber-sumber  pendapatan desa 
meliputi: 
1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil 
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. 
2. Pendapatan asli desa yang sah,  bagi  hasil   pajak  daerah Kabupaten/Kota 
paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi 
Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa. 
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang 
pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi 
dana desa. 
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
Kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar  hewan, bangunan 
desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain. Sumber pendapatan 
daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh 
Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh 
Pemerintah Desa. Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh 
Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi 
kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang 
berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat 
sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam 
APBDes. 
Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpedoman 
pada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, tapi 
prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil 
masing-masing Desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan 
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kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan 
APBDes yang partisipatif. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakankan 
faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya 
pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. 
Menurut Mubyarto (2011: 44), partisipasi adalah turut berperan serta di dalam 
suatu kegiatan demi mencapai tujuan. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam 
perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, 
sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas 
utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan.   
Fakta di lapangan hasil observasi pada masyarakat di Desa Banyuurip 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016 menunjukkan bahwa 
masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan pemerintahan 
desa. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami dalam urusan 
pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Masyarakat di desa lebih 
disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Di sisi lain partisipasi masyarakat 
sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih 
baik. Oleh karena itu dibutuhkan transparansi dari aparatur desa dengan menjalin 
komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat.  
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar dalam pengelolaannya dapat 
berjalan baik, transparan dan tepat sasaran. Hal ini karena bila APBDes tidak 
dikelola dengan benar, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia 
atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada desa tersebut. Sesuai 
dengan pendapat Sukasmanto (2004:73), bahwa dalam proses implementasi 
anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi masyarakat, penyelengaraan pemerintahan yang efektif, tanggap 
terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan disusun secara profesional. 
APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata 
pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Menurut Haryanto (2007:9) 
Good governance sering diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik, dengan 
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mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good 
governance. Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
demokrasi dan pasar yang efisien. Prinsip-prinsip pelaksanaan Good Governance 
merujuk pada adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, 
tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan 
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 
memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, 
efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. 
Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses 
penyusunan dan pertanggungjawaban  APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, 
desa bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, 
Tampa adanya intervensi dari pemerintah diatasnya atau supra desa. Hal ini 
berarti dengan adanya otonomi desa,  maka desa lebih leluasa dalam menentukan 
arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran 
pendapatan belanja desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana 
pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh 
Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan 
sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati. 
Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam fungsi kontrol 
anggota masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Namun kendala di lapangan 
seperti yang terjadi di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016 menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa faktor yaitu: 
rendahnya kemampuan aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang 
tugas. Sumber daya manusia yang masih rendah yaitu kurangnya jumlah anggota 
BPD Desa Banyuurip yang berpengalaman sebagai legislasi desa serta kurangnya 
anggota BPD yang berpendidikan tinggi sangat berkaitan sekali terhadap 
pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa sehingga 
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banyak kebijakan desa yang sudah dibuat tetapi belum terlaksana secara baik. 
Padahal partisipasi masyarakat merupakan modal utama suksesnya pelaksanaan 
pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung 
perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari 
aparatur desa serta masyarakat.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 
”Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes Untuk Mewujudkan 
Pemerintahaan yang Good Governance (Studi Kasus di Desa Banyuurip 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016)”. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan bentuk pengelolaan APBDes untuk 
mewujudkan pemerintahan yang good governance, 2) mendeskripsikan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016, dan 3) mendeskripsikan hambatan-hambatan 
yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes serta 
solusi untuk mengatasinya di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016. 
2. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan 
(field research). Menurut Moleong (2007: 6), ”Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.”  
Subjek penelitian adalah seluruh Subyek dalam penelitian adalah seluruh 
anggota masyarakat di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016. Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 
menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian 
adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dokumen, dan  studi pustaka. Penelitian ini menggunakan 
trianggulasi data yaitu peneliti akan menggunakan perspekptif lebih dari satu 
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sumber dalam membahas permasalahan yang dikaji. Moleong (2007: 326) 
menyatakan bahwa melalui trianggulasi data akan diperiksa kebenaran data 
dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu 
dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji 
oleh sumber data yang berbeda. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat di Desa 
Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dalam pengelolaan 
APBDes untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance.   
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimiliki Desa 
Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016 merupakan 
instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata 
pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan 
desa yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan 
pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan 
pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggung jawaban) 
memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. 
APBDes yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada 
proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. APBDes dapat 
menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level 
desa. Penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa) di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, 
khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes. Hal 
ini dimaksudkan agar APBDes yang disusun berorientasi kepada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. 
Bentuk-bentuk pengelolaan APBDes di Desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sehingga mampu memenuhi prinsip good 
governance meliputi: 
a. Transparansi, yaitu pemerintah desa Banyuurip Kecamatan Klego 
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Kabupaten Boyolali Tahun 2016 telah menyajikan informasi secara terbuka, jelas 
dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai tujuan, sasaran, sumber pendanaan 
pada setiap jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan 
manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 
Pemerintah Desa Banyuurip mengelola keuangan secara terbuka, karena 
pemerintah desa menyadari bahwa dana yang dimiliki itu adalah milik rakyat atau 
barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa juga 
menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. 
b. Akuntabilitas, yaitu Pemerintah Desa Banyuurip menyadari bahwa 
akuntabilitas adalah salah satu pilar good government yang merupakan 
pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk 
kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah 
daerah terhadap pelayanan publik yag di berikan. Pemerintah Desa Banyuurip 
secara berkala sudah rutin memberikan hasil pertanggungjawaban kepada 
masyarakat, baik tentang dana masuk maupun penggunaan dana yang ditujukan 
untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.  
c. Partisipasi, yaitu Pengelolaan keuangan yang baik harus melibatkan 
masyarakat di dalamnya. Hal ini pula yang dilakukan oleh pemerintah Desa 
Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016. Perlibatan 
masyarakat Desa Banyuurip di dalam pengambilan semua keputusan yang 
berkaitan dengan keluar masuknya anggaran desa menyebabkan masyarakat 
senang karena mereka merasa dihargai. Selain itu, dengan partisipasi akan 
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Partisipan merasa aspirasinya di 
hargai, bertanggungjawab dan konsekuen melaksanakan program kegiatan yang 
telah disusunnya. Pemerintah Desa Banyuurip selalu melibatkan masyarakat 
secara perwakilan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan 
desa. Pelibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan terutama di desa, 
secara prinsipil harus ditekankan pula keterlibatan mereka dalam alokasi dana 
desa. 
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes memang sangat penting 
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dalam kelancaran pembangunan di desa. Masyarakat di Desa Banyuurip 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016 menjelaskan bahwa 
Pemerintah Desa melakukan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes 
melalui rapat-rapat desa. Pemerintah desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali  tahun 2016 sadar penuh bahwa partisipasi masyarakat 
menjadi faktor utama pendukung keberhasilan pengelolaan APBDes. Partisipasi 
masyarakat Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dalam 
keikutsertaannya mengelola APBDes meliputi kehadiran dalam suatu kegiatan 
pembahasan APBDes, ikut merencanakan suatu kegiatan yang bersumber dari 
APBDes, ikut menangani suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, 
Bersedia memberikan bantuan berupa uang atau barang jika anggaran desa 
terbatas, memberikan bantuan berupa jasa atau ketrampilan, memberikan usulan 
dan pendapat mengenai prioritas program yang dibiayai ABPDes, bersedia 
bertanggungjawab terhadap kegiatan atau usulan yang disampaikan, bersedia 
memegang amanah suatu jabatan atas usulan warga, dan bersedia mengemban 
tugas yang diamanatkan warga masyarakat.  
Proses pengelolaan APBDes di Desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 menemui hambatan. Adapun hambatan yang 
dinilai mengurangi partisipasi masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dalam pengelolaan APBDes meliputi fator jenis 
kelamin, faktor usia, faktor tingkat pendidikan, faktor tingkat penghasilan, dan 
faktor mata pencahariaan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut yaitu mengganti jadwal rapat dari hari kerja menjadi hari libur, perangkat 
desa harus pandai-pandai memilih bahasa yang mudah dimengerti oleh 
masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, perangkat desa 
menyediakan formulir yang dapat diisi oleh masyarakat untuk di bawa ke rumah 
untuk dikumpulkan lagi, Solusi yang dilakukan yaitu memberikan tipe-tipe dalam 
penarikan iuran, meliputi tipe A (pengusaha), B (karyawan), dan C  (buruh), 
pemerintah desa akan memberikan upah kepada masyarakat kalangan menengah 
ke bawah yang memiliki ketrampilan sesuai upah mereka setiap harinya, warga 
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akan diberikan kesempatan untuk memegang amanah jabatan pihak pemerintah 
desa memberikan pendampingan dan pengawasan serta arahan kepada warga yang 
baru pertama kali memegang amanah jabatan dari awal sampai akhir.   
4. PENUTUP 
Berdasarkan analisis hasil data yang sudah dilakukan maka dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut. 
1 Bentuk pengelolaan APBDes untuk mewujudkan pemerintahan yang good 
governance.   
a. Transparansi.  
b. Akuntabilitas.  
c. Partisipasi.  
2 Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Banyuurip 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2016.   
a. Kehadiran dalam suatu kegiatan pembahasan APBDes 
b. Ikut merencanakan suatu kegiatan yang bersumber dari APBDes.  
c. Ikut menangani suatu permasalahan yang timbul di masyarakat 
d. Bersedia memberikan bantuan berupa uang atau barang jika anggaran desa 
terbatas 
e. Memberikan bantuan berupa jasa atau ketrampilan. 
f. Memberikan usulan dan pendapat mengenai prioritas program yang 
dibiayai ABPDes 
g. Bersedia bertanggungjawab terhadap kegiatan atau usulan yang 
disampaikan. 
h. Bersedia memegang amanah suatu jabatan atas usulan warga 
i. Bersedia mengemban tugas yang diamanatkan warga masyarakat 
3 Hambatan-hambatan yang mengurangi partisipasi masyarakat dan solusi yang 
diambil untuk mengatasinya.  
Hambatannya adalah sebagai berikut: 
a. Fator Jenis kelamin 
b. Faktor Usia  
c. Faktor Tingkat Pendidikan 
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d. Faktor Tingkat Penghasilan 
e. Faktor Mata Pencahariaan 
Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu: 
a. Mengganti jadwal rapat dari hari kerja menjadi hari libur.  
b. Perangkat desa harus pandai-pandai memilih bahasa yang mudah 
dimengerti oleh masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke 
bawah.  
c. Perangkat desa menyediakan formulir yang dapat diisi oleh masyarakat 
untuk di bawa ke rumah untuk dikumpulkan lagi. 
d. Solusi yang dilakukan yaitu memberikan tipe-tipe dalam penarikan iuran, 
meliputi tipe A (pengusaha), B (karyawan), dan C  (buruh) 
e. Pemerintah desa akan memberikan upah kepada masyarakat kalangan 
menengah ke bawah yang memiliki ketrampilan sesuai upah mereka setiap 
harinya.  
f. Warga diberikan kesempatan untuk memegang amanah jabatan 
g. Pihak pemerintah desa memberikan pendampingan dan pengawasan serta 
arahan kepada warga yang baru pertama kali memegang amanah jabatan 
dari awal sampai akhir.  
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